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BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 3+ TAHUN 2Ot2

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2OI2 TENTANG RETRIBUSI

PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium
Kesehatan Daerah maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 73 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Mengingat : 1.

Temanggung Nomor 7 Tahun 2OO9 tentang Retribusi
Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan sudah tidak
sesuai lagi sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2Ol2
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Laboratorium Kesehatan Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun t984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a95);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 199.6 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3656);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

b.

2.

3.

4.
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2B6);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4, Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a377);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOQ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor a8a\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a438);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a9);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang
Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OOg
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olt
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52341;
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun
2OtO tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51a5);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3aO!;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOL Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a$\;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LOT,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa2fl;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor a528);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor a593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan
Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, 'l'arribahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aT3T);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O10 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7
Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);



27. Perafr,tran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2008 Nomor 7);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor t5),
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 21 Tahun 2O1l tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2OlL Nomor 23);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26
Tahun 20lt tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2}ll Nomor 29);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nom<_rr 4
Tahun 2OI2 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2OI2 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA LABORATORIUM KtrSEHATAN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
6. Pejabat Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah

pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

7. Petugas adalah Petugas pada Laboratorium Kesehatan Daerah.



ti- Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan yang diberikan kepada
individu, keluarga dan masSrrakat yang terdiri dari upaya peningkatan,
pencegahan, penyembuhan dan pemulihan.

9. Laboratorium adalah Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah
Kabupaten Temanggung.

10. Laboratorium adalah Laboratorium milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Temanggung yang melakasanakan Pemeriksaan Kesehatan
air, makanan, minuman, udara, tanah dan residu pestisida.
Cholinesterase, usap alat, lantai,linen, klinis

11. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pungutan sebagi pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan
di Laboratorium Kesehatan Daerah.

12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komoditer,
Perseroan lainnya. Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dari dalam bentuk apapun. Firma, Kongsi, Koperasi Dana
Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa,
organisasi sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga
bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.

14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bendahara Umum Daerah.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkar SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi
terutang.

16. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk
menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang seianjutnya disebut STRD
adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :

a. memberi arah dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi
dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang
optimal;

b. mendukung tersedianya sebagian biaya penyelenggaraan pelayaneln
Kesehatan pada Laboratorium; dan

c. mendukung terwujudnya pengelolaan pemeriksaan Laboratorium yang
berkualitas.

Pasal 3

T\rjuan Peraturan Bupati ini adalah :

a. mengatur tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi;



D.-mengatur tata cana penghapusan pirrtang r€tribnsi yrang sudatr
kadaluwarsa; dan

c. mengatur pemanfaatan hasil retribusi

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 4

(1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas.
(21 Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pernberyararn.

(3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 5

(1) Hasil retribusi disetorkan seluruhnya ke kas daerah.
(21 Penyetoran hasil retribusi dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari kerja

bila ada retribusi masuk.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN

Pasal 6

(1) Dengan persetujuan Kepala Dinas, wajib retribusi dapat membayar
biaya di kemudian hari.

{2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB V
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan persetujuan Bupati maka piutang retribusi dapat dihapuskan
apabila wajib retribusi meninggal dunia atau tidak dapat membayar
piutang retribusi dalam waktu 3 (tiga) tahun.

PEMANFAATAN RETRIBUSI PELXfiNXIN LABo RATo RI U M K II S tr H A1.A N

Pasal 8

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan Laboratorium.
Pemanfaatan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah
sebesar 100 (seratus persen) yang selanjutnya digunakan dengan
perincian sebagai berikut :

a. 50 o/o (Iirna puluh persen) digunakan untuk operasional Pelayanan
Kesehatan pada Laboratorium;

b" 40 % (empat puluh persen) digunakan untuk jasa pelayanan; dan
c. 10 o/o (sepuluh persen) digunakan untuk pcrnbiniirin dan

pengendalian pelayanan.

(1)

(21



(1)

(3) Pemanfaatan Retribusi digunakan unttrk biaya operasional
kesehatan pada laboratorium sebagaimana dimaksud padl ayat (21
huruf a meliputi :

a. pembelian Reagent dan media pemeriksaan;
b. biaya Transport Pengambilan sampel;
c. pembelian alat kesehatanlalat pendukung pelayanan

laboratorium;
d. Alat Tulis Kantor dan Penggandaan;
e. pemeliharaan alat kesehatan dan alat kantor;
f. peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
g. pembakaran Sampah Medis; dan/atau
h. pembelian sarana penunjang pelayartan;

BAB VII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan
dilaksanakan setiap akhir bulan menggunakan ketentuan
perbendaharaan daerah yang berlaku di Daerah.
Laporan penggunaan dana oleh Dinas selambat-lambatnya tanggal
5 bulan berikutnya setiap bulan dan setiap akhir tahun.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

(1) Pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dan pengelolaan keuangan di Laboratorium dilaksanakan
oleh Pejabat dan Petugas sesuai tanggung jawab masing-masing.

l2l Atas tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat
dan Petugas berhak atas jasa pelayanan.

(3) Penerimaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal Ll

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 73 Tahun 2OO9 tentang Petunjuk Pelaksanlan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Z Tahun 2oog tentang
Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Temanggung
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2oog No 73) dicabuidan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

(21
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Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Perahrran ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal t lu\i Lor!

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal ? 1uU &or!

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2OI2 NOMOR

SEKDA

KAEAG

AFANDT

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TE


